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THE IMPLEMENTATION OF TAX EXTENSIFICATION AND 
INTENSIFICATION THROUGH THE SUNSET POLICY AND ITS 







Tax is one of the State of Indonesia’s income resources. In the State 
Budget, it takes a big role to fund the state development and other governmental 
activities, both the local governments and the central government, up to 70%. The 
governments, therefore, always do some efforts of increasing their tax-generated 
revenue. One of them is the policy to eradicate administration sanction, that is, 
the interest which was effective temporarily in 2008, and was extended to 
February 2009. This policy is well-known as the Sunset Policy. 
 The Sunset Policy basically aims at improving the tax ratio which is only 
14% up to the present time. It is believed that if the tax-generated revenue 
increases, the tax ratio will also increase. Thus, the Sunset Policy has two 
specifications, namely: searching for new taxpayers, and improving the tax object 
basis. The former is the taxation expansion, which is known as the tax 
extensification. In this extensification, Pratama Tax Office of Karanganyar has 
successfully searched for new taxpayers particularly individual taxpayers. In 
2008, it searched for 14.551 individual taxpayers, and in 2009 it searched for 
3.401 individual taxpayers. Meanwhile, the former is known as the tax 
intensification; the tax payers are trusted to revise the amount of the tax that they 
should pay, so that in the future the taxpayers as well as the would-be taxpayers 
are expected to bear awareness to pay their tax. With the Sunset Policy, there 
have been 1.294 SPTs (Yearly Tax Assessment), and the amount of the tax to be 
received from the taxpayers is Rp3,439,693,669.00. That amount has exceeded the 
target that the Regional Tax Office has stipulated, that is 150.73%. That 
achievement by Pratama Tax Office of Karanganyar is fairly satisfactory 
considering that the time allotted for the implementation of the policy is relatively 
short.  
 






PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK 
DENGAN ADANYA SUNSET POLICY SERTA KONTRIBUSINYA 








Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan di Negara Indonesia. 
Dalam APBN peran pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan 
kepemerintahan baik pusat maupun daerah sangatlah besar yakni 70%. Oleh 
karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan di bidang 
perpajakan yang salah satunya adalah dengan memberikan kebijakan berupa 
fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang hanya berlaku sesaat 
yaitu pada tahun 2008 dan diberikan perpanjangan waktu hingga bulan Februari 
2009, dimana kebijakan tersebut dinamakan sunset policy. 
Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tax ratio yang 
hingga saat ini baru 14%. Dalam hal ini berarti bahwa jika penerimaan pajak naik 
maka tax ratio juga akan naik. Sehingga sunset policy memiliki dua spesifikasi 
yakni menjaring WP baru dan memperbaiki basis objek pajak. Dimana 
penjaringan WP baru merupakan perluasan perpajakan yang biasa disebut dengan 
istilah ekstensifikasi perpajakan. Dalam kegiatan ini pihak KPP Pratama 
Karanganyar telah berhasil menjaring WP baru yang mana untuk WP Orang 
Pribadi di tahun 2008 bertambah hingga 14.551 dan 3.401 di tahun 2009. 
Sedangkan untuk dalam hal perbaikan basis objek pajak atau disebut dengan 
intensifikasi pajak dimana dalam program ini wajib pajak diberikan kepercayaan 
untuk membetulkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang, sehingga untuk ke 
depannya diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk memenuhi 
kewajibannya membayar pajak. Terbukti dengan adanya kebijakan sunset policy 
ini terdapat 1.294 SPT yang masuk dalam rangka sunset policy dengan 
pembayaran pajak kurang bayar sebesar Rp3.439.693.669,00. Dimana jumlah ini 
telah berhasil melampaui target yang diberiakn dari pihak kanwil sebesar 
150,73%. Pencapaian hasil yang cukup memuaskan untuk KPP Pratama 
Karanganyar mengingat waktu yang hanya sesaat berlakunya kebijakan ini. 
 











A. Gambaram Umum KPP Pratama Karanganyar 
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar 
KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP 
Surakarta. KPP Pratama Karanganyar berdiri sendiri seiring 
dengan program modernisasi perpajakan di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikan DJP sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007. 
2. Tempat Kedudukan 
KPP Pratama Karanganyar sementara ini masih menempati 
Karikpa Surakarta di Gedung Megaria Jalan Raya Palur 
Karanganyar. 
3. Wilayah Kerja 
Wilayah kerja KPP Pratama Karangannyar meliputi dua kabupaten 
yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. 
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar 
Struktur organisasi KPP Pratama Karanganyar terdiri dari: 




b. Sub Bagian Umum 
Di dalam Sub Bagian Umum terdapat bagian-bagian 
sebagai berikut: 
1. Kepegawaian, yang bertugas: 
a) menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala 
b) menerbitkan Surat Cuti 
c) mengirim pegawai yang menerima panggilan untuk 
mengikuti diklat-diklat sebagai pengembangan 
profesionalisme kerja 
d) melaksanakan administrasi perekaman SIPEG 
meliputi perekaman Kenaikan Gaji Berkala (KGB), 
DP3, dan sebagainya 
2. Keuangan, yang bertugas: 
a) membagikan gaji dan uang makan kepada pegawai 
KPP Pratama Karanganyar 
b) menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang 
menjadi tanggung jawab bagian Keuangan 
3. Rumah Tangga, yang bertugas: 
a) membuat buku inventaris 
b) membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) 
c) menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang 




c. Seksi Pelayanan 
Tugas Seksi Pelayanan: 
1. menerbitkan Kartu NPWP dan PKP bagi Wajib Pajak 
baru 
2. menatausahakan formulir SPT Tahunan 
3. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (STP) 
4. memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan 
klasifikasi data dari KPP lain 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Tugas seksi PDI: 
1. melakukan perekaman SPT masa dan SPT Tahunan 
2. melakukan validasi perekaman SPOP/LSPOP 
3. melakukan cetak massal SPPT, STIS, dan DHKP 
4. melakukan pendaftaran WP secara massal dan 
pencetakan Kartu NPWP dengan aplikasi PWPM dan e-
NPWP 
5. mengirimkan daftar Wajib Pajak baru (hasil aplikasi 
PWPM sesuai dengan wilayah kerja AR yang 
bersangkutan 
6. menyiapkan data-data informasi perpajakan untuk 
keperluan penyajian data 
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7. memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada 
Wajib Pajak dan membantu proses pelaporan jika 
mengalami kesulitan 
8. melakukan perekaman pemutakiran dan NIR (Nilai 
Indikasi Rata-rata) untuk penetapan NJOP PBB tahun 
berikutnya 
9. membuat laporan penerimaan PBB dan BPHTB 
10. membantu Seksi Pelayanan dalam mencetak label SPT 
Tahunan 
e. Seksi Penagihan 
Tugas Seksi Penagihan: 
1. melaksanakan penagihan aktif (ST, SP, SPMP, Lelang) 
terhadap tunggakan pajak yang telah jatuh tempo 
2. melakukan himbauan pembayaran tunggakan PBB 
3. melakukan pemanggilan dan himbauan pembayaran 
tunggakan pajak atas WP terbesar dalam pengawasan 
Kanwil 
4. menyusun data 100 besar tunggakan PBB 
f. Seksi Ekstensifikasi 
Tugas Seksi Ekstensifikasi: 




2. menyusun dan memutakhirkan DBKB SISMIOP dan 
DBKB 2000 dengan menggunakan data pasar sebagai 
referensi penetuan harga satuan upah dan material 
sebagai input resource SISMIOP dan DBKB 2000 
untuk tahun pajak yang bersangkutan 
3. membuat laporan Data Potensi Wilayah KPP Pratama 
Karanganyar 
g. Seksi Pemeriksaan 
Tugas Seksi Pemeriksaan: 
1. menyusun rencana kerja 
2. menyusun dan mengkoordinasikan Daftar Nominatif 
Wajib Pajak yang akan diperiksa 
3. menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) 
dan mendistribusikan ke Seksi Fungsional 
4. melaksanakan pengawasan, pelaksanaan jadwal 
pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang telah 
ditetapkan 
5. melakukan pengawasan pelaksanaan aturan 
pemeriksaan 
6. melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya 
yang terdiri dari: 
a) menatausahakan surat masuk dan surat keluar 
b) memberi tanggapan atas surat masuk 
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7. menyusun laporan/surat tanggapan atas permasalahan 
yang berkaitan dengan Seksi Pemerikasaan 
8. menyusun laporan-laporan Seksi Pemeriksaan 
9. mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi: 
1. membuat ikhtisar WP Jasa Konstruksi 
2. membuat ikhtisar WP Real Estate 
3. membuat Surat Himbauan berdasarkan data OPDP 
i. KP2KP Sragen 
1. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan 
konsultasi perpajakan kepada masyarakat; 
2. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak; 
3. bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada 
Wajib Pajak; 
4. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang 
perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama; 






j. Fungsional Pemeriksa 
Tugas Fungsional Pemeriksa: 
1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak 
(SPPP) kepada Wajib Pajak. 
2. menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 5 (lima) buah 
SPPP dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan 
Pajak 
3. melakukan penilaian terhadap objek pajak di lapangan, 















 B. Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan di Negara 
Indonesia. Dalam APBN peran pajak untuk pembiayaan pembangunan dan 
kegiatan kepemerintahan baik pusat maupun daerah sangatlah besar yakni 
70% dengan perincian sebagai berikut: 
Tabel I.1 Rincian APBN Tahun 2008 (dalam triliun rupiah) 
Pendapatan Negara Belanja Negara Pembiayaan (defisit) 
Pendapatan 
Perpajakan 





281,23 Luar Negeri -16,67 
Hibah 2,14     
Total 985,7 Total 854,66 Total 71,31 
Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id 
Mengingat begitu besarnya peranan pajak dalam pembangunan 
negara, Pemerintah menuntut untuk memaksimalkan pendapatan 
perpajakan. Karena adanya tuntutan tersebut pihak fiskus (Dirjend Pajak) 
berupaya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Berbagai cara dan kebijakan 
untuk tercapainya peningkatan pendapatan pajak dilakukan. Peningkatan 
ini biasa disebut dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. 
Ekstensifikasi dan intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiskus, 
baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan 
untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi 
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dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau 
bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang 
pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran pajak, baik 
melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, maupun 
upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan 
pajak. Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh fiskus, karena memang 
tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara suka rela merogoh 
koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak 
mendapat imbalan apapun secara langsung. 
Sunset Policy yang sedang gencar dikampanyekan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak ini, adalah kebijakan ekstensifikasi sekaligus intensifikasi. 
Ekstensifikasi bagi mereka yang belum terdaftar dan intensifikasi bagi 
yang sudah terdaftar. Dengan fasilitas tidak dikenakannya sanksi 
administrasi, diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya 
dengan benar, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 
tentang KUP pasal 37A. Pada dasarnya kegiatan ini bertujuan 
meningkatkan tax ratio di negara Indonesia yang cenderung rendah 
dibandingkan dengan Negara maju, yaitu hingga tahun 2008 ini baru 14%. 
Tax ratio merupakan perbandingan penerimaan pajak dalam tahun tertentu 
terhadap produk domestic bruto (PDB). Adapun tax ratio ini menunjukkan 
tingkat kepatuhan perpajakan di suatu Negara. Sehingga apabila 
pandapatan di bidang perpajakan meningkat maka tax ratio juga dapat 
diartikan meningkat. Walupun tak dapat dipungkiri menaikkan tax ratio 
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tidaklah mudah mengingat kurangnya kesadaran masyarakat dalam 
memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak 
Pada dasarnya untuk meningkatkan tax ratio ini tidaklah hanya 
dengan adanya sunset policy tersebut, akan tetapi dalam penulisan ini 
penulis akan mengulas tentang salah satu cara untuk meningkatkan tax 
ratio yaitu dengan adanya kebijakan diberikannya fasilitas penghapusan 
sanksi administrasi dalam bentuk bunga yang dinamakan kebijakan sunset 
policy dan hanya berlaku 1 (satu) kali yaitu di tahun 2008 dengan 
perpanjangan 2 (dua) bulan yaitu sampai dengan bulan Februari 2009. 
Dimana dengan adanya kebijakan tersebut dapat dicapai berupa 
penjaringan WP baru dan memperbaiki basis objek pajak. Pencapaian 
kedua hal tersebut dapat diketahui apabila pelaksanaan kebijakan ini dapat 
mencapai target, dimana pada setiap KPP mempunyai target untuk 
kebijakan sunset policy, yaitu untuk KPP Pratama Karanganyar 
penjaringan WP di tahun 2008 ditargetkan bertambah sebanyak 12.282 
Wajib Pajak sedangkan untuk penerimaan perpajakan dalam hal sunset 
policy ditargetkan sebesar Rp2.282.000.000,00. 
Penjaringan WP baru dilakukan dengan pemberian NPWP, 
sehingga semua orang pribadi diharapkan mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT. Pemberian NPWP ini bisa 
dilakukan secara kolektif. Sedangkan dalam hal memperbaiki basis objek 
pajak berarti adanya penambahan pendapatan pajak. Sehingga dapat 
dihindari adanya penggelapan pajak mengingat sistem pemungutan pajak 
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di Indonesia yang menganut self assesment dimana Wajib Pajak diberikan 
kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 
pajaknya. Sehingga masyarakat dapat dengan leluasa meminimalisir 
jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu kebijakan sunset policy 
diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk segera 
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sangat berguna 
untuk pembangunan negara ini agar lebih maju lagi. Hal ini juga tidak 
terlepas dari ditingkatkannya pelayanan KPP terhadap masyarakat. 
Dari semua penjelasan di atas penulis ingin lebih menspesifikkan 
pembahasan yaitu mengenai ”PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI 
DAN INTENSIFIKASI PAJAK DENGAN ADANYA SUNSET 
POLICY SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN 
PAJAK DI KPP PRATAMA KARANGANYAR” 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat 
diambil adalah: 
1. Apakah pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Karanganyar telah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni SE-34/PJ/2008 tentang 
Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya? 
2. Apakah pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Karanganyar dapat 
mencapai tujuan dari adanya kebijakan tersebut? 
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3. Bagaimana hasil dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pada saat 
Sunset Policy yang dilakukan di KPP Pratama Karanganyar? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan, maka tujuan yang 
diharapkan adalah: 
1. Untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan Sunset Policy di KPP 
Pratama Karanganyar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 
yakni SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta 
Ketentuan Pelaksanaannya. 
2. Untuk mengevaluasi apakah tujuan dari kebijakan Sunset Policy di 
KPP Pratama Karanganyar dapat tercapai. 
3. Untuk mengevaluasi pencapaian hasil dari ekstensifikasi dan 
intensifikasi pajak pada saat Sunset Policy yang dilakukan di KPP 
Pratama Katanganyar. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi KPP Pratama Karanganyar 
Merupakan sumbangan pikiran yang dapat digunakan  sebagai 





2. Bagi Pihak Lain 
Dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai 
perpajakan dan juga dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Objek Penelitian 
Objek penelitian untuk tugas akhir ini adalah KPP Pratama 
Karanganyar. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Yang menjadi data pokok pada penelitian adalah  
b. Data Sekunder 
Data pendukung yang menjadi referensi penelitian ini berupa 
literatur-literatur yang berisi tentang berbagai kegiatan pelaksanaan 
Sunset Policy. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode Dokumentasi 
Dilakukan dengan mengumpulkan data, laporan, dan tulisan dari 
KPP Pratama Karanganyar yang mendukung teori dari penelitian. 
b. Metode Wawancara 
Dilakukan dengan tanya jawab dengan karyawan KPP Pratama 




c. Metode Kepustakaan 
Dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi yang 
berhubungan dengan penulisan penelitian. 
 
4. Metode Analisa Data 
a. Analisa Kualitatif 
Proses penulisan data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka 
atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisa ini 
digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan 
kegiatan Sunset Policy. 
b. Analisa Kuantitatif 
Proses data menggunakan angka atau rumus. Hal ini digunakan 
untuk mengevaluasi pengaruh Sunset Policy terhadap perpajakan di 




ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Dasar Hukum 
Adapun dasar hukum yang melandasi adanya kegiatan Sunset 
Policy adalah: 
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan, pasal 37A 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, khususnya pasal 33 
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :66/PMK.03/2008 tanggal 29 
April 2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat 
Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan 
Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 
37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan 
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :27/PJ/2008 tanggal 19 
Juni 2008, dirubah dengan Nomor 30/PJ/2008 tentang tata Cara 
Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi 
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Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 
Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan 
dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan 
untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007. 
e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-33/PJ/2008 
tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, 
Penerimaan dan Pengelolaan SPT Tahunan PPh, Penghapusan 
Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan 
Pengadministrasian Laporan terkait dengan Pelaksanaan Pasal37A 
Undang-Undang Ketektuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan. 
f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tanggal 
31 Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta 
Ketentuan Pelaksanaannya. 
g. PERPU Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 







2. Gambaran Umum Tentang Pajak dan Pajak Penghasilan 
a. Pengertian Umum 
Pengertian atau definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat 
Soemito, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. (Mardiasmo, 2004) 
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap 
Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk 
penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak 
subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak. (Erly 
Suandi, 2006) 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. (PP No.80 Tahun 
2007) 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
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identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan 
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
b. Fungís Pajak 
Pajak meiliki dua fungsi, yaitu: 
1. Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi regulerend 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 






c. Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 
berikut ini: 
1. Syarat Keadilan: sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai 
keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus 
adil. 
2. Syarat Yuridis: pemungutan pajak harus berdasarkan undang-
undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, 
hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan 
keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 
3. Syarat ekonomis: pemungutan pajak tidak boleh mengganggu 
kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga 
tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
4. Syarat Finansiil: biaya pemungutan pajak harus efisien, lebih 
rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, dimana masyarakat 
tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya 
dalam membayar pajak. 
d. Perlawanan dalam Perpajakan 
Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan 
yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan 
pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 
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1. Perlawanan Pasif 
Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan 
keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang 
bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan 
suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat 
penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan 
yang berlaku di masyarakat. 
2. Perlawanan Aktif 
Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak 
atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. 
Perlawanan aktif dibagi menjadi dua: 
a. Penghindaran Pajak (tax Avoidance) 
Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan 
dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang 
perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan 
pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun 
memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-
kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang 
berlaku. 
b. Penggelapan Pajak (tax Evasion) 
Pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar 
peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu 
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atau menyembunyikan data. Dengan demikian penggelapan 
pajak dapat dikenakan sanksi pidana. 
e. Kedudukan Hukum Pajak 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemito, SH., Hukum Pajak 
mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: 
1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu 
dengan individu lainnya. 
2. Hukum Publik, mengatur hubungan anatara pemerintah dengan 
rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: 
- Hukum Tata Negara 
- Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) 
- Hukum Pajak 
- Hukum Pidana 
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan 
bagian dari hukum publik. Hukum pajak menganut paham 
imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. 
f. Pengelompokan Pajak 
Adapun pengelompokan pajak dibedakan menjadi tiga, 
yaitu: 
1. Menurut golongannya: 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan 
kepada orang lain. 
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b. Pajak tak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
2. Menurut sifatnya: 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau 
berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan 
keadaan diri Wajib Pajak. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpa memperhaitkan keadaan diri wajib pajak. 
3. Menurut lembaga pemungutannya: 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 
Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut ioleh Pemerintah 
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
daerah. 
g. Timbulnya Utang Pajak 
Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak: 
1. Ajaran Formil 
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan 
pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assesment 
system. 
2. Ajaran Materiil 
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Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. 
Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan 
perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assesment system. 
h. Sanksi dalam Perpajakan 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 
akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak 
tidak melanggar norma perpajakan. 
Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam 
sanksi, yaitu: 
1. Sanksi Administrasi 
Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya 
yang berupa bunga dan kenaikan. Dalam perpajakan terdapat 
tiga macam sanksi administrasi, yaitu: 
a. Bunga 2% per bulan 
Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi: 
1). Bunga pembayaran: bunga karena melakukan 
pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan 
pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa 
adanya surat tagihan berupa STP, SKPKBdan 
SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran 
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umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu 
meliputi: 
a) Bunga karena pembetulan SPT 
b) Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran 
c) Bunga karena terlambat membayar 
d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang 
sebenarnya terutang dan pajak sementara 
2). Bunga penagihan: bunga karena pembayaran pajak 
yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, 
SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu 
pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih 
dengan STP 
3). Bunga ketetapan: bunga yang dimasukkan dalam surat 
ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga 
ketetapan dikenakan maksimal 24 bulan. 
b. Denda administrasi 
Biasanya hanya dikenakan satu kali. 
c. Kenaikan 50% dan 100% 
 
2. Sanksi Pidana 
Ketentuan mengenai sanksi pudana di bidang perpajakan 
diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana 
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telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
 
3. Gambaran Umum Sunset Policy 
Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, 
yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi 
administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 
no.28 Tahun 2007) 
Undang-Undang KUP 2007 memberikan kewenangan kepada 
Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajkan dan 
mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya 
untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan 
ini memungkinkan Dirjen Pajak mengetahui ketidakbenaran 
pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh 
masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi 
perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan 
kewajiban perpajakannya secara benar. Dirjen Pajak di tahun 2008 ini 
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 
mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan 
melaksanakannya dengan benar. 
Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur 
tentang Sunset Policy adalah sistem self assessment. Dalam sistem self 
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assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, 
Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut 
keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi 
secara benar, lengkap, dan jelas. Mengingat fasilitas Sunset Policy 
berdasarkan sistem self assessment, maka penentuan Tahun Pajak 
terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau 
dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak. (SE Dirjen Pajak Nomor 
SE-34/PJ/2008) 
Adapun yang dapat memanfaatkan Sunset Policy adalah: 
1. Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP, yang dalam tahun 
2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk tahun pajak 2007 dan 
tahun-tahun pajak sebelumnya. 
2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah memiliki NPWP 
sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT 
Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya 
untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam 
pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan. 
Dari ke-semua Wajib Pajak yang telah memamanfaatkan 
kebijakan Subset Policy tersebut, pihak KPP Pratama Karanganyar tak 
lupus dengan memberikan beberapa syarat untuk Wajib Pajak yang 
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menggunakan kebijakan tersebut. Adapun persyaratan yang telah 
sesuai dengan SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 
37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Beserta Ketentuan Pelaksanaannya, yang diatur pada Peraturan 
Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara 
Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan 
Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi 
dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP akan 
diberikan penghapusan sanksi administrasi dengan syarat: 
1) secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 
dalam tahun2008 
2) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, 
penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas 
tindak pidanan di bidang perpajakan 
3) menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 dan 
sebelumnya terhitung Sejak memenuhi persyaratan subjektif 
dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009, dan 
4) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul 
sebagai akibat dan penyampaian SPT Tahuna PPh sebagaimana 
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dimaksud pada poin 3, sebelum SPT Tahunan PPh 
disampaikan. 
b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan 
pembetulan, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi 
dengan syarat: 
1) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 
Januari 2008;                  
2) terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang 
dibetulkan, belum diterbitkan surat ketetapan pajak;                  
3) terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang 
dibetulkan, belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal 
sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil 
Pemeriksaan;                  
4) telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi 
Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan 
dengan tindakan penyidikan karma tidak ditemukan adanya 
Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang 
perpajakan;                  
5) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, 
penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas 
tindak pidana di bidang perpajakan;                  
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6) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 
2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 
2008; dan                  
7) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul 
sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
disampaikan. 
c. Bagi Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku 
ketentuan sebagai berikut:                 
1) pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan 
terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang 
menyatakan lebih bayar; atau              
2) pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan 
pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. 
 
Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 
1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas 
Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut : 
1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP 
Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau 
Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 
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1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang 
menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy. 
2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP 
Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau 
Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 
1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan 
kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy. 
3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP 
Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau 
Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 
1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan 
kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy atas pembetulan 
yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh 
dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah 
disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai 
dengan 31 Dsember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut 
tidak memperoleh fasilitas Sunset Policy.  
Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara 
sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan 
fasilitas Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut 
: 
1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 
Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam 
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kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 
2009 diberikan fasilitas Sunset Policy. 
2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk 
Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam 
kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 
2008 diberikan fasilitas Sunset Policy.  
3. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk 
Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam 
kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 
Desember 2008, diberikan fasilitas Sunset Policy atas pembetulan 
yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh 
dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah 
disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai 
dengan 31 Desember 2008, Pembetulan SPT, Tahunan PPh 
tersebut tidak memperoleh fasilitas Sunset Policy.  
Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang 
memanfaatkan fasilitas Sunset Policy yang diberikan penegasan lebih 
lanjut sebagai berikut : 
1. KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakn 
Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam 
waktu paling lama tanggal 22 Agustus atau paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak. 
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2. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak 
(all tax) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP OP, 
dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan 
lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak dihentikan, 
kecuali: 
a. jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang 
terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh 
bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian 
arus piutang, pengujian arus utang, dsb). sampai dengan saat 
Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau 
WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang 
terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan 
atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah 
mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit 
Pelaksana Pemeriksaan; atau  
b. jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka 
pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan. 
Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan 
pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh 
WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan 
pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan 
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pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan 
tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 
4. Prosedur pelaksanaan sunset policy 
a. Pemberian NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
Tata caranya adalah sebagai berikut: 
1). WP datang langsung ke KPP  
a) Wajib Pajak menyampaikan formulir Permohonan 
Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah 
diisi beserta lampirannya kepada Petugas TPT (TPT);  
b) Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat 
(BPS)/Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS 
dipisahkan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak 
sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran 
kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi 
Pelayanan/Pelaksana Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP);  
c) Pelaksanaan Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP 
merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan mencetak 
konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta Kartu 
NPWP kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi 
Pelayanan/Kepala Seksi TUP.  
d) Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan 
menandatangani SKT kemudian menyerahkannya kepada 
Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP.  
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e) Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menerima 
dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, 
memberi stempel kantor, memisahkan SKT untuk arsip 
dengan SKT dan kartu NPWP yang akan diserahkan kepada 
Wajib Pajak.  
f) Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP 
mengarsipkan dan menyerahkan SKT dan kartu NPWP 
kepada Wajib Pajak.  
g) Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama 
1 (satu) jam sejak permohonan diterima.  
h) Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP bertanggung 
jawab terhadap terpenuhinya jangka waktu pemberian 
NPWP dan pelaksanaan pelayanannya.  
2) e-Registration melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling 
Tata cara pelayanan pemberian NPWP melalui e-Registration 
Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur 
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib 
Pajak Melalui Pojok Pajak. 
3) e-Registration melalui internet 
Tata cara pemberian NPWP dengan e-Registration melalui 
internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara 
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Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta 
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak dengan Sistem e-Registration 
Dari tata ara tersebut, pihak KPP harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Persyaratan pemberian NPWP, yaitu : 
a) Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas : 
1. Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk; atau 
2. Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat 
pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang 
bersangkutan 
b) Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha 
atau pekerjaan bebas : 
1. Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk; atau 
2. Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat 
pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang 
bersangkutan; dan 
3. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas dari Wajib Pajak. 
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2) Dalam hal persyaratan permohonan NPWP belum terpenuhi, 
permohonan Wajib Pajak dikembalikan untuk dilengkapi. 
3) Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP tidak ada 
ditempat, SKT dapat dikirimkan kemudian, kartu NPWP 
diberikan. 
4) Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela 
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak dalam tahun 2008 adalah Wajib Pajak yang memperoleh 
Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan hasil ekstensifikasi 
pada tahun 2008. 
b. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh 
Tata cara penerimaan SPT dalam rangka Sunset Policy adalah 
sebagai berikut: 
1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas 
Sunset Policy ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung 
maupun melalui Pos/Ekspedisi.  
2) Petugas TPT/Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan 
PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa 
tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas 
TPT/Help Desk wajib memastikan apakah SPT tersebut 
disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Sunset Policy.  
3) Petugas TPT/Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan 
SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia 
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dan memberi tanda (√) pada Check List Sunset Policy yang 
sesuai sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran ini, yaitu 
dengan memastikan bahwa : 
a) SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat 
kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan;  
b) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum 
disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak 
sedang dilakukan pemeriksaan.  
c) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti 
Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di 
pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.  
d) SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun 
pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib 
Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.  
e) SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun 
sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar 
pada tahun 2008.  
f) Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak. 
4) Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai 
Check List Sunset Policy dengan ketentuan : 
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a) Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan 
dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh 
beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, 
menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada 
Wajib Pajak menggabungkan LPAD dan Check List Sunset 
Policy denagn SPT Tahunan dan dokumen 
kelengkapannya.  
b) Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, 
namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang 
disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada 
Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan 
PPh. 
5) Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register 
Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi. 
6) Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana 
Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa 
SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan Sunset Policy. 
7) Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat 
kesalahan matematis. Account Representative/Pelaksana Seksi 
PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbauan 
(SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) 
dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh 
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berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap 
memperoleh fasilitas Sunset Policy. 
c. Penghapusan sanksi administrasi,  
Prosedurnya adalah sebagai berikut: 
1) Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan 
SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan 
fasilitas Sunset Policy  
2) Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana 
Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang 
dihapuskan.  
3) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh 
Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan 
penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat 
ucapan terima kasih.  
4) Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana 
Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga 
atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan 
PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar. 
d. Penghentian pemeriksaan pajak 
Tata cara penghentian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: 
1) Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP mengirimkan daftar 
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam 
rangka Sunset Policy kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atau 
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kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPH Orang 
Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPh 
untuk diteliti apakah terhadap SPT Wajib Pajak tersebut sedang 
dalam pemeriksaan.  
2) Dalam hal Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan, Kepala 
Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi 
PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi 
P2PPh meminta fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka 
Sunset Policy kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi 
TUP.  
3) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP, penghentian 
pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a). Berdasarkan daftar pada angka 1, Kepala Seksi 
Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi 
PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala 
Seksi P2PPh memerintahkan tim Pemeriksa Pajak untuk 
menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan 
dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal 
pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada 
angka IV huruf A angka 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak 




b). Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Kepala Seksi 
Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi 
PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala 
Seksi P2PPh membuat konsep nota dinas usulan 
penghentian pemeriksaan kepada Kepala KPP.  
c). Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan nota 
dinas tentang penghentian pemeriksaan kepada Supervisor 
Pemeriksa Pajak  
d). Berdasarkan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan 
dari Kepala KPP, Tim Pemeriksa Pajak menghentikan 
pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas 
Sunset Policy dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan 
berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka 
Sunset Policy.  
e). Tim Pemeriksa Pajak menguraikan progres pemeriksaan 
dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka 
Sunset Policy serta menguraikan alasan penghentian 
pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan 
Dalam Rangka Sunset Policy.  
f). Kepala KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
kepada Wajib Pajak tentang Penghentian pemeriksaan 
dalam rangka Sunset Policy serta mengembalikan buku, 
catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak 
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paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan 
Penghentian Pemeriksaan Dalam rangka Sunset Policy 
4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh kantor Pemeriksaan 
dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat 
Pemeriksaan dan Penagihan, Penghentian pemeriksaan 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a). Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, 
Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh 
Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN 
dan PTLL/Kepala Seksi P2PPh membuat konsep surat 
Kepala KPP tentang pemberitahuan bahwa Wajib Pajak 
yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT Tahunan 
PPh dalam rangka Sunset Policy.  
b). Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat 
pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa 
telah menyampaikan SPT dalam rangka Sunset Policy 
kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, 
Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan 
dan Penagihan, dilampiri dengan fotokopi SPT tahunan PPh 
dalam rangka Sunset Policy, dengan terlebih dahulu 
mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT 
Tahunan PPh) dengan faksimili.  
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c). Berdasarkan surat pemberitahuan pada huruf b, Kepala 
Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Kepala kantor 
Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan penagihan 
memerintahkan tim pemeriksa Pajak untuk menganalisis 
dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan 
mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal 
pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada 
angka IV huruf A angka 1, Kepala Unit Pelaksana 
Pemeriksaan Pajak meminta persetujuan atasan 
langsungnya.  
d). Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan, Kepala Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah 
DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan 
menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat 
Wajib Pajak terdaftar.  
e). Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Tim Pemeriksaan Pajak 
menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam 
Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset 
Policy, dan membuat konsep nota dinas usulan penghentian 
pemeriksaan kepada atasan langsung Tim Pemeriksa Pajak.  
f). Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Kepala 
Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan 
Penagihan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
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tentang penghentian pemeriksaan dalam rangka Sunset 
Policy, serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen 
kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset 
Policy, dengan tembusan kepada Kepala KPP tempat wajib 
pajak terdaftar dilampiri dengan 1 (satu) set Laporan 
Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy.  
5) Pemeriksaan yang telah dihentikan dengan prosedur 
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat 
diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 
bukti permulaan apabila terdapat data atau informasi lain yang 
menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh 
Wajib Pajak dalam rangka pemanfaatan Sunset Policy ternyata 
tidak benar. 
6) Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana 
dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah tanggal 31 Maret 
2009. 
 
B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama  
Dengan adanya kebijakan Pemerintah berupa penghapusan 
sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, diharapkan kepada 
Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban 
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perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan 
pembetulan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan 
pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan 
paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU 
No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 
dapat diberikan  pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran 
pajaknya. (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2008) 
Dengan mengacu pada SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan 
Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya, KPP Pratama 
Karanganyar melaksanakan kebijakan Sunset Policy tersebut. Yakni 
yang telah memanfaatkan Sunset Policy adalah: 
a. Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP, yang dalam tahun 
2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 
dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 
dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 




Tabel II.1 Daftar Wajib Pajak yang Menggunakan Fasilitas Sunset Policy 
No WP Tanggal 
terdaftar 
SPT masuk Tahun Pajak yang 
dilaporkan 
Tanggal Pembayaran Keterangan 
1 A 20 Okt 2008 2 Des 2008 2005-2007 1 Des 2008 
2 B 19 Nov 2008 4 Des 2008 2001-2007 1 Des 2008 
3 C 22 Okt 2008 19 Des 2008 2007 11 Des 2008 
4 D 13 Okt 2008 20 Des 2008 2005-2007 5 Des 2008 
5 E 27 Aug 2008 22 Des 2008 2007 17 Des 2008 
6 F 1 Des 2008 31 Des 2008 2006-2007 22 Des 2008 
- pendaftaran dilakukan secara 
sukarela 
- WP tidak sedang dilakukan 
pemeriksaan 
- membayar jumlah pajak kurang 
bayar (sesuai pembetulan SPT) 
Sumber: Sie Waskon II KPP Pratama Karanganyar 
· data adalah sample dari Wajib Pajak yang memanfaatkan sunset policy 
· nama Wajib Pajak tidak dapat ditampilkan karena hal ini merupakan rahasia 
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b. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP 
sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT 
Tahunan PPh tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya 
untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam 
pelaporan SPT tahunan PPh yang telah disampaikan. Hal ini dapat 
terlihat dari SPT yang telah disampaikan dalam rangka kebijakan 
Sunset Policy sebagai berikut: 
Tabel II.2 Jumlah SPT yang Dilaporkan dalam Rangka Sunset Policy  






-WP telah memiliku 
NPWP 
-WP tidak dalam 
pemeriksaan pajak 
- belum diterbitkan 
surat ketetapan 
 Sumber: Sie Waskon II KPP Pratama Karanganyar 
Termasuk dalam lingkup penyampaian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut terkait dengan pembayaran: 
a. Pajak Penghasilan Pasal 29 
b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Dan/atau, 
c. Pajak penghasilan pasal 15 
Dari berbagai ketentuan pelaksanaan sunset policy tersebut 
telah diketahui bahwa KPP Pratama Karanganyar telah melaksanakan 
kebijakan sunset policy sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 
SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-
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Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta 
Ketentuan Pelaksanaannya. 
 
2. Tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan Sunset Policy di 
KPP Pratama Karanganyar 
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio 
adalah dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa 
kebijakan sunset policy. Tax ratio adalah prosentase penerimaan pajak 
dalam tahun tertentu terhadap produk domestik bruto (PDB). PDB 
didefinisikan sebagai hasil bersih dari semua kegiatan produksi yang 
dilakukan oleh semua produsen dalam suatu negara dari berbagai 
sektor ekonomi.(Suparmoko, 1994) 
Pada pembahasan ini penulis mengasumsikan bahwa apabila 
pendapatan pajak meningkat maka tax ratio juga meningkat. Dalam 
hal ini seperti yang telah dibahas di atas, salah satu cara untuk 
meningkatkan tax ratio adalah dengan memberikan fasilitas berupa 
kebijakan sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi. 
Diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat membantu bertambahnya 
pendapatan pajak, walaupun hasil dari kebijakan ini tidaklah memiliki 
kontribusi yang besar, namun untuk ke depannya diharapkan dapat 
memperbaiki tingkat kepatuhan perpajakan. 
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Study kasus yang penulis lakukan di KPP Pratama 
Karanganyar, dalam menjalankan kebijakan sunset policy pihak KPP 
dapat memenuhi target yang diberikan pemerintah, yaitu: 
a. Penambahan NPWP 
Tabel II.3 Penambahan WP Baru Selama Pelaksanaan Sunset Policy 
Target Realisasi WP keseluruhan 
12.282 14.570 36.365 
Sumber: Sie Ekstensifikasi KPP Pratama Karanganyar 
KPP Pratama Karanganyar untuk penambahan Wajib Pajak baru 
mempunyai target sebesar 12.282 WP baru. Target ini dikhususkan 
untuk WP Orang Pribadi. Sedangkan pada tahun 2008 ini pihak 
KPP berhasil menambah WP baru sebesar 14.570 WP baru yang 
berarti KPP dapat memenuhi target sebesar 118,63% 
(14.570/12.282 x 100%). Penambahan WP ini memiliki kontribusi 
terhadap jumlah WP keseluruhan dari KPP Pratama Karanganyar 
sebesar: 
14.570 x 100% = 40,06% 
36.365 
Penjaringan WP baru ini telah terlihat secara signifikan, walaupun 
dampak pada penerimaan pajak tidaklah begitu terlihat, namun 
dengan diberikannya NPWP pada setiap masyarakat yang telah 
memenuhi syarat untuk menjadi WP ini diharapkan masyarakat 




b. Penambahan pendapatan pajak 
Tabel II.4 Pendapatan Pajak pada saat Sunset Policy Tahun 2008 
(dalam satuan rupiah) 






2.282.000.000 2.535.993.453 340.779.891.787 301.777.686.588 
Sumber: Sie Waskon KPP Pratama Karanganyar 
Dari target penerimaan sunset policy yang diberikan, KPP Pratama 
Karanganyar dapat memenuhinya sebesar 111,13%. Penerimaan 
sunset policy ini memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak di 
KPP Pratama Karanganyar sebesar: 
2.535.993.453       x 100% = 0,74% 
340.779.891.787 
Sedangkan dalam pemenuhan target penerimaan pajak di tahun 
2008, pelaksanaan sunset policy terhadap kontribusi pendapatan 
pajak di KPP Pratama Karanganyar adalah sebesar: 
2.535.993.453       x 100% = 0,84% 
301.777.686.588 
Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi penerimaan 
sunset policy terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama 
Karanganyar ini tidaklah begitu besar, karena mengingat 






3. Pencapaian Hasil dari Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi 
Pajak pada saat pelaksanaan Sunset Policy yang dilakukan di KPP 
Pratama Karanganyar 
a. Kegiatan Ekstensifikasi Pajak 
Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Dengan adanya 
kebijakan ini diperoleh hasil:. 
Tabel II.5 Perubahan Pencapaian Ekstensifikasi WP OP KPP Pratama 
Karanganyar 
Tahun 2007 2008 2009 
Jumlah WP 266 14.551 3.401 
Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Karanganyar 
Dari data tersebut terlihat perubahan penambahan jumlah WP yang 
sangat signifikan di tahun 2008 yakni sebesar 14.551 WP. Dengan 
penghitungan tahun dasar 2007, diperoleh hasil sebagai berikut: 
Perubahan ekstensifikasi tahun 2008 = 14.551 – 266  x 100% 
      266 
     = 5.370,30% 
 
Perubahan ekstensifikasi tahun 2009 = 3.401 – 266  x 100% 
      266 
     = 1.178,57% 
Dari penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa ditahun 2008 
terjadi peningkatan yang begitu besar yakni hingga 5.370,30%. 
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Sedangkan pada tahun 2009 juga mengalami perubahan yang 
cukup memuaskan yakni 1.178,57%. Dalam hal ini bukan berarti 
pada tahun 2009 ada penurunan dalam ekstensifikasi, melainkan 
jumlah tersebut cukuplah besar melihat jangka waktu ditahun 2009 
yang baru terhitung dua bulan yakni sampai pada bulan Februari 
saja, dimana pada bulan Februari ini merupakan bulan berakhirnya 
kebijakan Sunset Policy yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan Sunset Policy dalam hal 
penambahan jumlah WP cukup membuahkan hasil yang signifikan. 
 
b. Kegiatan Intensifikasi Pajak 
Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian 
penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah 
tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Dalam pelaksanaan 
kebijakan sunset policy, kegiatan ini dilakukan dengan 
memberikan fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi 
berupa bungan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT 
serta melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dari 







Tabel II.6 Laporan Perkembangan Sunset Policy KPP Pratama Karanganyar 
Posisi Tanggal: 5 Januari 2008 









572 579.144.406 172 1.956.849.047 
Jumlah OP dan Badan 744 2.535.993.453 
Target penerimaan Sunset 2.282.000.000 
Sumber: Seksi Waskon KPP Pratama Karanganya 
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari 
Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy pada tahun 2008 
adalah sebesar Rp2.535.993.453,00 yakni sesuai dengan jumlah 
pajak yang kurang bayar setelah dilakukannya pembetulan SPT. 
Dalam hal ini dapat dilihat pula bahwa KPP Pratama telah berhasil 
melaksanakan kebijakan pemerintah berupa Sunset Policy, yakni 
penerimaan Sunset dapat melampaui target yang diberikan dari 
pihak Kanwil sebesar: 
2.535.993.453 x 100% = 111,13% 
2.282.000.000 
 
Dengan kurun waktu yang relatif singkat yaitu 1 (satu) tahun, KPP 
Pratama Karanganyar dapat melampaui target penerimaan Sunset 
yaitu sebesar 111,13%. Dibandingkan dengan jumlah penerimaan 
pajak keseluruhan di KPP Pratama Karanganyar sampai dengan 
Desember 2008 memanglah tidak begitu besar. Penerimaan pajak 
di KPP Pratama Karanganyar sampai dengan Desember 2008 
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adalah Rp340.779.891.787,00. prosentase penerimaan Sunset 
Policy sampai tahun 2008 adalah: 
2.535.993.453      x 100% = 0,74% 
340.779.891.787 
 
Dengan berbagai pertimbangan Sunset Policy dilakukan 
perpanjangan samapi dengan tanggal 28 Februari 2009. 
Tabel II.7 Laporan Perkembangan Sunset Policy KPP Pratama Karanganyar 
Posisi Tanggal: 28 Februari 2009 









1.007 919.855.709 287 2.519.837.960 
Jumlah OP dan Badan 1294 3.439.693.669 
Target penerimaan Sunset 2.282.000.000 
Sanksi yang dihapuskan sampai berakhirnya sunset 1.125.666.645 
Sumber: Seksi Waskon KPP Pratama Karanganya 
Dengan diberikannya perpanjangan tersebut, dalam jangka waktu 2 
(dua) bulan terjadi penerimaan Sunset sebesar Rp3.439.693.669,00 
- Rp2.535.993.453,00 = Rp903.700.216,00. Pencapaian yang lagi-
lagi cukup memuaskan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan. Dalam 
hal ini peran karyawan KPP Pratama Karanganyar sangatlah 
penting. Berbagai cara untuk mensosialisasikan adanya kebijakan 
tersebut telah dilakukan, termasuk dengan memberikan surat 
himbauan kepada Wajib Pajak. Sehingga diperoleh pencapaian 
target penerimaan Sunset Policy yaitu: 




Namun melihat jumlah SPT yang masuk dalam rangka sunset 
policy, jumlah ini hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah 
keseluruhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karanganyar, yaitu: 
 1.294   x 100% = 3,55% 
36.365 
Dalam hal ini dapat diartikan bahwa yang telah menggunakan 
fasilitas sunset policy hanya 3,55% dari jumlah wajib pajak yang 
bertambah hinggan tahun 2009. Dengan kata lain masih sedikit 







Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditemukan 
adanya kelebihan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan SunsetPolicy di 
KPP Pratama Karanganyar. Adapun kelebihan dan keterbatasannya adalah sebagai 
berikut: 
A. Kelebihan 
1. Melihat sejarah berdirinya KPP Pratama Karanganyar yang baru 
beroperasi sekitar ± satu tahun, dengan kegigihan para karyawan serta 
partisipasi yang baik dari masyarakat, KPP Pratama Karanganyar 
dalam pelaksanaak kebijakan subset policy dapat sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, khususnya untuk SE-34/PJ/2008 tentang 
Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya. 
2. Pada tahun 2008 terjadi penambahan Wajib Pajak yang cukup besar 
yaitu 14.570 Wajib Pajak, atau 40,06% dari jumlah keseluruhan Wajib 
Pajak di tahun 2008. Serta penambahan pendapatan pajak sebesar 
Rp.2.535.993.453,00 atau 0,74% dari jumlah keseluruhan pendapatan 
pajak KPP Pratama Karanganyar di tahun 2008. 
3. Dalam pelaksanaan sunset policy, KPP Pratama Karanganyar dapat 
mencapai target yang diberikan oleh Kanwil yaitu 118,63% dalam hal 
penambahan NPWP dan 150,73% dalam hal penerimaan sunset policy. 
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4. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan penambahan NPWP yang begitu 
besar yaitu 5.370,30% dari tahun 2007. Dan pada tahun 2009 sebesar 
1.178,57% penambahan yang cukup besar mengingat jangka waktu 
yang pendek di tahun 2009. 
B. Keterbatasan 
Masih sedikitnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas 
Sunset Policy ini, yaitu hanya 3,55% SPT yang masuk dari 36.365 Wajib 







Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan 
mengenai pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak pada saat 
sunset policy serta kontribusinya terhadap perpajakan di KPP Pratama 
Karanganyar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan kebijakan sunset policy di KPP Pratama Karanganyar 
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu SE-34/PJ/2008 
tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya. 
2. Dari kegiatan sunset polcy ini, tujuan untuk meningkatkan tax ratio 
dapat dicapai yaitu terdapat penambahan WP sebesar 40,06% dan 
penambahan penerimaan pajak sebesar 0,74%, serat dapat dicapainya 
target penambahan WP sebesar 118,63% dan pencapaian target sunset 
policy sebesar 111,13%. 
3. Kegiatan perluasan pajak pada saat pelaksanaan kebijakan sunset 
Policy adalah: 
a. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Dimana masyarakat 
diberikan kesempatan untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib 
Pajak secara sukarela. Dalam hal ini diperoleh penambahan WP 
sebesar 14.551WP di tahun 2008 dan 3.401 WP di tahun 2009, 
dimana untuk tahun 2009 hanya ada waktu dua bulan. 
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b. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian 
penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah 
tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Dimana dalam 
kebijakan ini Wajib Pajak diberikan kesenpatan untuk 
membetulkan sendiri SPT-nya dan diberikan fasilitas berupa 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Dalam hal ini telah 
diterima pelunasan pajak kurang bayar sebesar 
Rp2.535.993.453,00 sampai akhir tahun 2008 dan 
Rp3.439.693.669,00 sampai berakhirnya sunset policy. 
 
B. Saran 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Setelah telah berakhirnya kebiajakan Sunset Policy ini pihak KPP 
Pratama Karanganyar harus tetap mengawasi kepatuhan Wajib Pajak 
agar basis objek pajak bisa jauh lebih baik lagi, sehingga dapat 
diperoleh pendapatan pajak yang maksimal. 
2. KPP Pratama Karanganyar senantiasa tetap terus mengenalkan 
berbagai hal mengenai perpajakan di Indonesia dari penghitungannya, 
pengenaannya, pemungutannya, sertapenggunaanya, sehingga 
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